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Menimbang

Mengingat

BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR \{Q TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

P

i

BUPATI PASANGKAYU,

bahwa stunting merupakan masalah kekurangan gizi yang
disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang
cukup lama dan berdampak pada gangguan pertumbuhan
anak dengan tanda tinggi badan anak yang lebih pendek
atau tidak mencapai rata-rata tinggi atau kerdil dari
standar tinggi usianya;

bahwa untuk menurunkan jumlah kasus stunting di
wilayah Kabupaten Pasangkayu yang cenderung bertambah,
perlu dilakukan langkah yang cepat, tepat dan efektif antar
Perangkat Daerah terkait;

bahwa untuk mengoptimalkan langkah yang cepat, tepat
dan efektif antar Perangkat Daerah terkait dalam upaya
penurunan kasus stunting sebagaimana dimaksud dalam
huruf b, perlu menetapkan Tim Percepatan Penurunan
Stunting, '

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Percepatan
Penurunan Stunting;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

T arnhhAasan Namvaera Daeraihiils TrnAdnnanin Tahiin NN NAamar




L TN | —

|

Menetapkan
KESATU

KEDUA

10.

245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang  Nomor 23  Tahun 2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang
Kebijakan Strategi Pangan dan Gizi;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

2269 /MENKES/PER/XI/2011 tentang Pcdoman Pembinaan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana
Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat
Dengan Pendekatan Keluarga;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

. Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan susunan tim

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

. Tim percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU masing-masing bertugas untuk:
1. Ketua Pelaksana:

a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan

seluruh kegiatan percepatan penurunan stunting di
tingkat kabupaten, kecamatan dan desa;

b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan
program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan

penurunan stunting dalam mencapai target yang telah
ditetapkan:




d.

mengoptimalkan fungsi dan peran para ketua bidang
agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; dan
memimpin rembuk stunting 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

2. Wakil Ketua Pelaksana:

a.

b.

melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila
berhalangan; dan

membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi
dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja
pelaksanaan percepatan penurunan stunting dalam
mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Sekretaris Pelaksana:

a.

membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan
bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan
penyeleggaraan TPPS kabupaten;

mengkoordinasikan penyelenggaran di bidang
administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS
kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan
antar kelembagaan;

merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan
organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk
menjadi kebijakan organisasi;

mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS
kabupaten dibidang administrasi dan tata kerja, serta
menghadiri rapat-rapat;

memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal
organisasi antar bidang;

membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua
Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan
perkembangan TPPS kabupaten.

4. Bidang-Bidang:

a.

bidang pelayanan intervensi spesifik dan sensitif bertugas
untuk mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan
pendampingan terhadap sasaran penurunan stunting
agar dapat berjalan dengan baik;

bidang pcrubahan perilaku dan pendampingan keluarga
bertugas meningkatkan kesadaran publik dan
mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk
percepatan penurunan stunting,

bidang koordinasi, konvergensi dan perencanaan
bertugas mengoordinasikan dan memastikan
terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka
penyelenggaraan percepatan penurunan stunting; dan
bidang data, pemantauan, evaluasi dan knowledge
management bertugas mengkoordinasikan dan
memastikan terlaksananya pengumpulan dan
pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari

berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan
stunting.
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5. Sekretariat Pelaksana:

a. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi
penyelenggaraan percepatan penurunan stunting;

b. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam
rangka  melaporkan perkembangan  pelaksanaan
penyelenggaraan percepatan penurunan stunting: dan

c. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas
pelaksana dalam percepatan penurunan stunting.

KETIGA . Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pasangkayu;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetap. di Pasangkayu
pada tahggal 74 feup 7032

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;

3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;

4. Masing-masing yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.
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" TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

TIM PENGARAH
KETUA . BUPATI PASANGKAYU
ANGGOTA KETUA DPRD;

; KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PASANGKAYU;,
3. KETUA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN PASANGKAYU;
4. KETUA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PASANGKAYU
S. DAMDIM 1427 KABUPATEN PASANGKAYU; DAN

6. KAPOLRES KABUPATEN PASANGKAYU.

TIM PELAKSANA

KETUA . WAKIL BUPATI
SEKRETARIS : KEPALA DINAS P2KBP3A.
ANGGOTA . 1. SEKRETARIS DAERAH;

2. KEPALA BAPPEDA LITBANG; DAN
3. KETUA TIM PENGGERAK PKK.

BIDANG-BIDANG

A. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF
KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN

ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS SOSIAL;
2. KEPALA DINAS PMD;
3. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
4. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN;
5. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
6. KEPALA DINAS PUPR;
7. KEPALA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN;
8. DIREKTUR RSUD KABUPATEN PASANGKAYU;
9. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT DINAS

KESEHATAN;

10. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINAS PUPR;

11. KEPALA BIDANG PAUD-PNF DISDIKPORA; DAN

12. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KETAHANAN KELUARGA DINAS P2KBP3A.

B. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA
KOORDINATOR : KEPALA DINAS P2KBP3A

ANGGOTA : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA;

2. KEPALA DINAS KOMINFOPERS;

3. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PASANGKAYU;

4. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT DINAS KESEHATAN;

5. KEPALA BIDANG KELUARGA . . .



5. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA DINAS

P2KBP3A;

6. KEPALA BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
BAPPEDA LITBAN G;

7. KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL DINAS
SOSIAL;

8. KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN

PENINGKATAN KAPASITAS DINAS PMD;
9. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS P2KBP3A; DAN
10. PIMPINAN PERS KABUPATEN PASANGKAYU.

C. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN

KOORDINATOR : KEPALA BAPPEDA LITBANG

ANGGOTA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,;
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA;
ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM;

KEPALA BIDANG FISIK DAN INFRASTRUKTUR

.A WILAYAH BAPPEDA LITBANG;
: KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI RAKYAT DINAS
PMD;
KABAG. HUMAS DAN PROTOKOLER;
KABAG. HUKUM;
TIM AHLI PENDAMPING DESA; DAN
KOORDINATOR PKH.

D. BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT
KOORDINATOR : KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB. PASANGKAYU
ANGGOTA : 1. INSPEKTUR INSPEKTORAT;

2. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN
BAPPEDA LITBANG;

3. KEPALA BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
® ’ DESA DINAS PMD; DAN

243 4. KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA
KESEHATAN DINAS KESEHATAN.
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX(0411) 585024
Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 7682 /[UN4.8:1/PT.01.04/2023 02 Oktober 2023
Lamp. . Proposal Penelitian

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth :

Gubernur Sulawesi Selatan
c.q Kepala UPT P2T, BKMD
Provinsi Sulawesi Selatan
MAKASSAR

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan
penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di
bawah ini :

Nama : HASRIADI
Nomor Pokok : E012221015
Program : Magister (S2)

Program Studi . Administrasi Publik
Judul Penelitian : Collaborrative Governance dalam Penanggulangan Stunting di Kabupaten
Pasangkayu

Pembimbing : 1. Prof. Dr. H. M. Thahir Haning, M.Si.
2. Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.

Waktu Penelitian : 02 Oktober 2023 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/lbu diucapkan terima kasih.

_-an:Dekan
oo Wakil \kan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
”'.j,'.._; e ’/‘?’).e”’\\,’

kR & Prof) Dr.| s sniati, S.Sos.,M.Si %
Tembusan: = Nl?ﬁ%g 0101 199702 2 001

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan; >
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan S\nﬁerbafFlsm Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

4. Arsip.

L



== PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Alamat : JI. Mesjid AL-Madaniah, No. 1 Kompleks Perkantoran Pemkab. Pasangkayu KodePos 91571

NomorTelpon: 0835240007572Email dpmptsp.pasangkayua gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 503/16/SKP/02-a.01/X-2023 /DPMPTSP

Dasar : 1. Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan

Surat Keterangan Penelitian;

2. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan dan Nonperizinan;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

4. Surat dari Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nomor :7652/UN4.8.1/PT.01/04/2023 Tanggal 02
Oktober 2023 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini diberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama . HASRIADI

NIM/NPP : E012221015

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Penelitian : “Collaborrative Governance dalam

Penanggulangan Stunting  di Kabupaten

Pasangkayu“

Untuk Melakukan Penelitian di Kaupaten Pasangkayu Terhitung Mulai
Tanggal 13 Oktober 2023 s/d 13 November 2023.

Adapun Surat Keterangan Penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai
berikut :

-

. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri
kepada Pemerintah setempat;

Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;

. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan
mengindahkan adat istiadat setempat;



4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati
Pasangkayu Up.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dikeluarkan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pasangkayu
Pada Tanggal :19 Oktober 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dr. NAZLAH K, S.Pt.,M.Sc
Pempina‘Utama Muda
Nip : 19690216 199903 2 007

Tembusan Yth:

1. Bupati Pasangkayu;

2. Dekan Fisip Unhas Makassar di Makassar;
3. Arsip.



